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BSSN. Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan

Tinggi Secara Terbuka.

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA

Menimbang

DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

bahwa dalam memenuhi kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak
jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang
dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi
Badan Siber dan Sandi Negara perlu melakukan promosi
jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;

bahwa demi terselenggaranya proses seleksi calon pejabat
pimpinan tinggi yang transparan, objektif, kompetitif, dan
akuntabel diperlukan acuan dalam pelaksanaan
pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di
Badan Siber dan Sandi Negara;

bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lembaga Sandi
Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara
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Mengingat

tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

Secara Terbuka di Badan Siber dan Sandi Negara;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan
Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 277);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1907);

Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kualitas
Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1240);

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan

Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
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2018 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA
TERBUKA DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya
dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai di Badan Siber dan Sandi Negara yang
selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil,
prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Lainnya yang
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh
pada satuan organisasi di Badan Siber dan Sandi Negara.
Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada
jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan
pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai yang menduduki
jabatan pimpinan tinggi.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan
pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

9. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan
bebas dari intervensi politik yang diberi kewenangan
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin
perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap
penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN.

10. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja
secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar
belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis
kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi

kacacatan.

Pasal 2
Pengisian jabatan pimpinan tinggi di Badan Siber dan Sandi
Negara dilakukan secara terbuka dan kompetitif berdasarkan

sistem merit.

Pasal 3
Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki
ruang lingkup:
a. perencanaan dan persiapan seleksi terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi; dan

b. pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pasal 4
Tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka
di Badan Siber dan Sandi Negara tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
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Badan ini.

Pasal 5
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan
Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka
di Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1209), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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